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PUTUSAN
Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara
cerai gugat antara :
PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir
Sangkulirang, 16 September 1996, (umur 26 tahun), agama
Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx
XXXXXXXXXX, XX XXX, XX XXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 29 Juni 1997, (umur
25 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxX, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Tergugat;

— Pengadilan Agama tersebut;

— Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Februari

2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta,

Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 06 Februari 2023, telah
mengajukan gugatan cerai dengan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliorang,
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XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : 0059/002/X11/2018, tertanggal 14 Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun 5 Bulan dan sudah di
karuniai seorang anak yang bernama ANAK usia 4 tahun:

3. Bahwa sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1. Tergugat meminta cerai kepada Penggugat, dengan alasan bahwa

Tergugat tidak ingin tinggal bersama Penggugat;

2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat:;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari
2020 dengan permasalahan yang sama Tergugat tetap ingin berpisah
dengan Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
ke rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi
tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai
karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk
menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk
itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Sangatta kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah
diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sangatta Cg Hakim agar memeriksa, mengadili,
memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak
yang bernama ANAK binti Hilman Rukhimat, lahir tanggal 12
November 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada

Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-udangan
yang berlaku;

SUBSIDAIR :
Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan
Surat Panggilan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 06 Februari
2023, dan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 15 Februari 2023,
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari
2023 yang pada pokoknya telah memberi izin kepada Pengadilan Agama
Sangatta untuk bersidang dengan hakim tunggal, maka berdasarkan
pertimbangan tersebut, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus dengan
Hakim tunggal;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak
berhasil, dan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI

nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;
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Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 06
Februari 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan

perubahan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat mencabut Petitum gugatan Penggugat pada angka
3 (tiga);

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/bantahan atas gugatan
Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang;
Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah

mengajukan bukti-bukti berupa:
A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siska Yunita dengan
NIK: 6408105606960001 tertanggal 25 Agustus 2020, yang telah
bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa
dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan
aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0059/002/X11/2018 tanggal 14
Desember 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX yang
telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut
diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata
sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi
tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Xxx XXXXX XXXXXX,
tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR.. Dibawah sumpahnya
saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut;

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai ibu kandung Penggugat;

— Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah

hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
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— Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;

— Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan
harmonis, namun sejak 2020 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis lagi karena gugat dan Tergugat sudah
pisah ranjang dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;

— Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat
pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Oktober 2022;

— Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal
dalam 1 (satu) rumabh;

— Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa perselisihan dan
pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;

— Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama lagi;

— Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti
saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi
yang baik;

— Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak
berhasil;

2. SAKSI 2 umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal
di KABUPATEN KUTAI TIMUR.. Dibawah sumpahnya saksi
menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

sebagai anak kandung Penggugat;

— Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah
hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;

— Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
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— Bahwa sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah
ranjang dan pada Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan
tempat tinggal bersama;

— Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi
tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;

— Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa perselisihan dan
pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;

— Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama lagi;

— Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti
saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi
yang baik;

— Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak
berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah
diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di
hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan,
pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon agar
dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan
tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara
verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i :

d& J" \J I-'!-I--Illlﬁz' _j.éﬁ s—-i I;lé _;I\r.e.ll.yu\.rkll I}E‘fp— ;-—"ﬁ ?_Tp_ '...-;:I-. L5¢'~:' o

L

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
(Ahkamul Qur-an 11 : 405) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
(vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama agar Penggugat tetap bersabar dan
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya
mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi,

sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Pokok Perkara;
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Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat
mengajukan gugatan cerai gugat adalah karena rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat meminta cerai kepada Penggugat, dengan
alasan bahwa Tergugat tidak ingin tinggal bersama Penggugat, Tergugat
tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, puncak perselisihan
dan pertengkaran terjadi pada Januari 2020 dengan permasalahan yang
sama Tergugat tetap ingin berpisah dengan Penggugat sehingga

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

Pembebanan Pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo diperiksa secara
verstek, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang
diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai
dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg.
juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3
Tahun 2015 huruf C angka 3, oleh karena itu Hakim memberikan beban
pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan
perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu:
“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah

kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni Fotokopi Kartu tanda
Penduduk (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2
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tersebut telah di-nazegelen dengan bermeterai (vide: Pasal 3 ayat (1)
huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301
R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan
demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1
sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis
berupa surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik,
dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat
umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat serta
menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten
Kutai Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht)
dan mengikat (bindende bewijskracht). Maka harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Sangatta, maka perkara a quo secara relatif merupakan kewenangan
Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik,
dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat
umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat
telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan
Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kabupaten Kutai Timur, dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 0059/002/X11/2018 tanggal 14 Desember
2018, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht)
dan mengikat (bindende bewijskracht). Maka harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka
gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah serta secara absolut
perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh
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Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide:
Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya
(vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide:
Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh
Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa
selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak bernama ANAK, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulanya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat
dan Tergugat telah pisah ranjang dan Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pada Oktober
2022, Tergugat pergi dari rumah bersama dan sejak itu antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut
Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya
satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun
menjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh
Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa
selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak bernama ANAK, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulanya baik dan harmonis, namun sejak 2020 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat
telah pisah ranjang dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan pada Oktober 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah
bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan
selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak

melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling
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mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik dan
tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada
intinya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar
dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya
saling berkesesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah
memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo
Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdata. oleh karenanya keterangan
saksi-saksi Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan mempunyai
nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam
perkara a quo;

Fakta Hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas

ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri
yang sah sejak tanggal 14 Desember 2018. Sebagaimana Kutipan
Akta Nikah Nomor: 0059/002/X11/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX
xxxxX, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2020
yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dimana
perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut sehingga
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak
Oktober 2022 sampai dengan sekarang kurang lebih selama 3 (tiga)
bulan dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling
mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik

bahkan tidak pernah tinggal bersama kembali;
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3. Bahwa keluarga dan Hakim sudah menasihati Penggugat agar
Kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk

bercerai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dalam
petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon
kepada Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan Menjatuhkan talak
satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa,;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu
akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhon untuk mentaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadabh;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk
dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat
alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam setidaknya memuat 2 (dua) unsur
yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dan
dan bersifat terus menerus;

2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga;
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Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut dapat dipertimbangkan
sebagaimana tersebut di bawah ini:
1. Suami dan istri terjadi perselisihnan dan pertengkaran Perselisihan dan
dan bersifat terus menerus:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah
ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
tidak harmonis, dimana keduanya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan
Tergugat pisah ranjang dan perselisihan maupun pertengkaran
tersebut berlanjut dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat
pisah rumah sejak Oktober 2022 sampai dengan saat ini selama +3
(tiga) bulan dan selama itu keduanya sudah tidak melakukan
kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu
sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik bahkan tidak
pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila
ada suara keras yang jawab-menjawab dengan rona muka yang
menunjukkan kemarahan kekesalan dan dengan emosi yang meluap
serta mimik yang mengekspresikan ketidak-senangan, akan tetapi
tidak semua orang dapat dan mau bertengkar dihadapan orang
walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain
meskipun dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan,
kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan hal tersebut dapat
terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi atau malu dilihat
orang bertengkar atau tidak pandai bersilat lidah dan lain-lain,
sehingga seandainyapun ada perselisihan yang hebat di antara
mereka, orang lain mungkin tidak tahu karena tidak pernah
melihat/mendengar pertengkaran antara mereka itu;

Menimbang bahwa oleh karena itu adalah hal yang logis
apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau
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menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan tidak
mengetahui secara persis penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi-saksi
mengetahui bahwa sejak 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah
ranjang dan pada Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah sampai dengan saat ini selama %3 (tiga) bulan dan
selama itu pula baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak
melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling
mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik,
sehingga hal demikian mengindikasikan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah pecah atau broken marriage;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat
dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998
tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa
cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama,
salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama
dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian
berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, selain itu Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum
Islam yang diambil sebagai pendapat Hakim yang terdapat dalam
Kitab Al-Figh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan
Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

Lo 4 g3l 8 Lall sl ¥ s g 3l Lada ) pulall o) (3G (5 a0l
ANpd¥y ypa Y adldl g 53lall 4de A gilg 5 Sy

Artinya : “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan
yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan

untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan
suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini

berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada
kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;
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Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka
Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang
sejak tahun 2020 dan sejak Oktober 2022 sampai dengan saat ini
selama £3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
dan selama itu pula baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak
melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling
mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik,
hal demikian mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah atau broken marriage, dengan demikian unsur
pertama telah terpenuhi;

2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam
rumah tangga:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan
meskipun Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk
mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil,
selain itu keluarga sebelumnya telah berusaha mendamaikan kedua
belah pihak namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap
terjadi dan Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai dengan
Tergugat, untuk itu Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum
Islam yang diambil sebagai pendapat Hakim yang terdapat dalam
Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz I, halaman 83 :

il aa aly g3 Blad) qlacal Al AU LYY A g
N oo o (e Busa gl Ayl ol dua g ela Vg Bl g
oy U 13 g dgall Caally G g3l aa) o aSan o) slina ) paiad)

ad)and)

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga
sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak
bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami
isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri
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dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya
yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka
Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan
demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang
sah, berdasarkan pertimbangan tersebut serta didasarkan kepada
pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim

sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz Il Halaman 149, yaitu:

dle aSallgAinllg ool plaw Jla o jalg 4l il o jliaal siad o) g
Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta
bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka gugatan

Penggugat harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri
telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan
tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu
yang lama, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti
rumah tangga yang telah pecah atau broken marriage dan tidak mungkin
dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan
perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 vyaitu
terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah. hal tersebut

sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

pSis daa g L) )5St a9 51 pSeddl g a8 (318 (o Al (1ag
OJMeJ“QQY&‘SuéO!MAJJSJy
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Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan
tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat
siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan
tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan
atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa
kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus
didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagimana
norma gaidah Ushul Figh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan
Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

@w\%&emmwma

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh
kemaslahatan’;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mabhligai perkawinan
sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak
sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai
pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan
pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas’ud
al-Kasani dalam karyanya Al-Bada’i al-Shana’i Fi Tartib al-Syara’i jilid IV

halaman 251:

GRS B sl Y dabad) geal gl bt poa BN

g i ¥ A dalan 210 B Y @AY D) Ko g dagida
£33 ) e 2aly 38 Ouaid (3l ) daliaal) CEED coalial) )

Al Kl llian B ich « 438) 3]

Artinya: “Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan.
Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal

itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga

perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut. maka kemaslahatan sudah berpindah pada
pemisahan mereka. agar masing-masing pihak menemukan
kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yg baru”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin
dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal
39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami
dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu
gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan
secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat
terhadap Penggugat;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) yang
memohon agar Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan
perundang-udangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini termasuk
dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  dalil-dalil  syari dan segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah 1.620.000,00,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup;

Demikian diputuskan dalam persidangan dengan hakim tunggal
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 1 Sya ban 1444 Hijriyah, oleh kami
Muhammad Yusuf, S.H.l sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut
dengan dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti, Hakim,

Iman Sahlani, S.Ag. Muhammad Yusuf, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran " Rp 30.000,00,-
Biaya Proses © Rp 50.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 1.500.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00,-
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-
Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 1.620.000,00,-

(satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
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